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Pedoman Instrumen Wawancara 

Pedoman Instrumen Wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan 

Penelitian di Pengadilan Agama Kendal yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan 

Perkawinan Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Oleh Pengadilan Agama 

Kendal” Studi Kasus Putusan Nomor: 2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl.  

Peneliti : Evilia Risty Meilinda 

Narasumber : Drs. H. Rohmat, S.H., M.H.  

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama  

Tempat  : Pengadilan Agama Kendal 

Draft Pertanyaan Wawancara 

Terkait: Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan di 

Pengadilan Agama Kendal. 

1. Pembatalan Perkawinan menurut Hakim? 

➔ Hakim berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi ketika dalam syariat 

Islam terdapat syarat rukun nikah yang tidak terpenuhi. Sebagai contoh dalam perkara 

bahwa ketika melakukan pernikahan pihak perempuan tidak didampingi oleh wali 

nikah, maka dalam hal ini pernikahan tersebut dapat dibatalkan.  

2. Sebab-sebab yang dapat membatalkan perkawinan menurut Hakim? 

➔ Hakim berpendapat bahwa sebab-sebab yang dapat membatalkan suatu perkawinan 

adalah tidak terpenuhinya syarat rukun nikah. Syarat rukun nikah dalam Islam yang 

dimaksud antara lain: 

- Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidaka terhalang secara 

syari untuk menikah.  

- Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah. 

- Pernikahan dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya 

pernikahan.  

- Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau mewakilinya.  

- Diucapkannya Kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.  

Intinya juga sama seperti Pasal 14 KHI, bahwa rukun perkawinan terdapat 5 antara lain: 



a. Calon Suami; 

b. Calon Istri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi dan; 

e. Ijab dan Kabul.  

3. Apa pertimbangan hakim sehingga memutuskan untuk membatalkan 

perkawinan pada perkara ini? 

➔ Dalam hal pertimbangan hakim memutus perkara pembatalan perkawinan ini adalah: 

- menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemoohon pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Desember 2010 

di KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sesuai dengan Kutipan 

Akta Nikah Nomor 981/69/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010.  

2. Bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan 

orang tua Pemohon dikarenakan Termohon mengatakan bahwa perkawinan 

tersebut tetap sah sekalipun tidak dihadiri oleh orang tua Pemohon, sehingga 

Pemohon mempercayai perkataan Termohon tersebut.  

3. Bahwa pada September 2020 Pemohon menyadari telah ditipu oleh Termohon 

karena semestinya perkawinan itu harus sepengetahuan Pemohon sebagai wali 

nikah dan setelah menghubungi KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten 

Batang, ternyata Kutipan Akta Nikah dinyatakan tidak tercatat di KUA tersebut.  

- Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan tersebut menguatkan petitum 

permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan 

Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni ada wali nikah yang berhak 

untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon.  

- Menimbang bahwa ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak selaku wali 

nikah tidak beri tahu atau diminta izin untuk menikahkan Pemohon dengan 

Termohon. Dengan demikian perkawinan yang telah bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 14 KHI yaitu adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh 

Termohon, maka hal yang demikian menyebabkan tidak terpenuhinya rukun 

perkawinan.  

- Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya rukun perkawinan Pemohon 

dengan Termohon yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak berhak dan tidak 

mempunyai legalitas untuk itu, maka permohonan pembatalan nikan ini telah 



memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan, 

maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.  

Maka uraian diatas merupakan pertimbangan hukum menurut Hakim Pengadilan 

Agama Kendal. Karena sebelum amar diutuskan hakim telah mempertimbangkannya 

dan menjadikan hal tersebut sebagai mahkotanya. 

4. Apakah menipu seorang istri dengan mengatakan menikah tanpa wali itu sah dan 

dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan? 

➔ Ya. Karena perkawinan tanpa wali adalah tidak sah. merujuk pada Pasal 14 KHI yang 

salah satu syarat rukun perkawinan adalah wali nikah. Maka dalam hal ini bahwa ayah 

kandung Pemohon yang seharusnya bertindak selaku wali nikah tidak beri tahu atau 

diminta izin untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian 

perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 KHI yaitu adanya 

unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon, maka hal yang demikian menyebabkan 

tidak terpenuhinya rukun perkawinan.  

5. Apakah akta nikah yang tidak tercatat dalam register KUA dapat dijadikan 

alasan untuk membatalkan perkawinan? 

➔ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hakim masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjut pada Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”  

Sehingga legalisasi pernikahan yang terlindungi hukum adalah pernikahan yang 

dapat dibuktikan dengan akta nikah (merujuk pada Pasal 7 ayat (1) KHI yaitu 

“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah”). Jadi tidak serta merta tanpa akta nikah langsung dibatalkan 

perkawinannya.  

6. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUP menyatakan bahwa apabila ancaman telah 

berhenti atau yg bersalah sangka itu sudah menyadari keadaannya, dan dalam 

jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak 



mempergunakannya haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka 

haknya gugur. Mengapa pihak PA Kendal tetap memutuskan pembatalan 

perkawinan sementara pihak penggugat dan tergugat telah menikah kurang lebih 

dari 9 tahun dan mempunyai 2 anak. Apakah hak pembatalannya tidak gugur? 

➔ Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terkait dengan pernikahan dapat dibatalkan jika alasannya ancaman, jadi meskipun 

perkawinan telah berlangsung cukup lama namun di kemudian hari ditemukan adanya 

syarat, rukun, ataupun adanya halangan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat 

dibatalkan.  

7. Apakah pihak PA sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat 

supaya kembali melanjutkan perkawinannya? 

➔ Dalam setiap perkara dalam persidangan selalu ada perdamaian kecuali perkara 

pembatalan perkawinan. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menyebutkan “Sengketa mengenai 

pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.” Artinya dalam 

hal perkara pembatalan perkawinan tidak diwajibkan penyelesaian melalui mediasi.  

 

 

Terkait: Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak dan Harta 

Bersama di Pengadilan Agama Kendal? 

1. Pendapat hakim mengenai akibat hukum yang dapat terjadi karena adanya 

perkawinan yang dibatalkan? 

➔ Hakim berpendapat bahwa dengan dibatalkannya suatu perkawinan maka tidak ada hak 

dan kewajiban. Namun tetap adanya akibat hukum yang timbul karena adanya 

perkawinan yang dibatalkan seperti dalam hal anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut (terhadap mereka tidak ada perubahan status, dalam arti ia tetap 

memiliki bapak dan ibunya walaupun kedua orang tua tersebut dibatalkan 

perkawinannya. Selanjutnya mengenai kepada siapa anak tersebut ikut, hal ini 

tergantung pada Keputusan Pengadilan, tetapi biasanya anak yang masih dibawah umur 

akan ditetapkan mengikuti ibunya); suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, 

kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya 

perkawinan lain yang lebih dahulu; orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka 



memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum Keputusan tentang pembatalan 

mempunyai kekuatan hukum tetap.  

2. Bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan? 

Apakah status tetap menjadi anak sah atau berubah menjadi anak luar kawin? 

Apakah tetap memiliki hubungan keperdataan dari kedua orang tuanya? (dasar 

hukum) 

➔ Pendapat Hakim mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang 

dibatalkan merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap 

anak. Sehingga dalam hal ini status anak tidak berubah, ia tetap menjadi anak sah dari 

kedua orang tuanya meskipun status perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan.  

3. Apakah dalam hal menentukan kedudukan anak akibat perkawinan yang 

dibatalkan di setiap Pengadilan mengacu pada landasan yang sama? Apakah ada 

kemungkinan hasil dari keputusan pengadilan itu berbeda? 

➔ Hakim berpendapat bahwa dalam hal menentukan kedudukan anak akibat perkawinan 

yang dibatalkan pada setiap Pengadilan wajib menggunakan landasan yang sama. Pada 

intinya “kullu mauludin yaludu alal fitrah” artinya manusia diberikan fitrah sejak lahir, 

namun orang tuanya berpengaruh besar terhadap fitrah anak tersebut. Apabila di 

tafsirkan bahwa betapa besarnya pengaruh orang tua terhadap anaknya, bukan hanya 

dari fisiknya saja, namun dalam mendidik dan membesarkan seorang anak. Sehingga 

anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah, orang 

tuanya berkewajiban untuk mendidik, membesarkan dan memberikan perlindungan.  

4. Ketika perkawinan tersebut secara sah dibatalkan dan memiliki kekuatan 

hukum yang tetap, apakah diatur hal-hal mengenai hak asuh anak atau anak 

tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua meskipun 

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi? 

➔ Hakim berpendapat dalam hal akibat pembatalan perkawinan tidak membatalkan hak 

dan kewajiban terhadap anak, karena tidak berlaku surut terhadap anak. Sehingga 

dalam hal hak asuh anak, tergantung dari Keputusan dari Pengadilan, namun biasanya 

apabila anak tersebut masih dibawah umur, akan ditetapkan mengikuti ibunya.  

5. Setelah adanya keputusan pembatalan perkawinan nomor: 

2389/Pdt.G/2020/PA.Kdl, apakah terdapat pembahasan mengenai keduanya 

terkait harta bersama selama perkawinan? 



➔ Hakim berpendapat sesuai dengan perkara tersebut para pihak tidak mengajukan 

perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kendal. Namun, bila terdapat para pihak 

yang mengajukan perkara harta bersama pada pembatalan perkawinan harus 

berpatokan atau merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

6. Bagaimana perhitungan harta bersama apabila perkawinan putus diakibatkan 

karena pembatalan? (dasar hukum) 

➔ Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya terkait harta bersama masing-masing 

berhak seperdua (Pasal 97 KHI) yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai 

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain 

dalam perjanjian perkawinan.” Akan tetapi kecuali pembatalan perkawinan didasarkan 

atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu hal ini merujuk pada Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

7. Bagaimana menurut hakim mengenai harta bersama yang terjadi antara 

pemohon dan tergugat pada perkara ini? Bagaimana kelanjutannya apakah 

dibagi sama rata atau terdapat kesepakatan tertentu antar keduanya? 

➔ Oleh karena para pihak tidak meminta ataupun menolak atas harta bersama, maka 

hakim bersifat pasif. Dan hingga kini pun tidak ada perkara lanjutannya.  

8. Apakah terdapat pembahasan mengenai hak waris terhadap anak atau kewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan anak? (dasar hukum) 

➔ Dalam hal ini tidak ada pembahasan waris, namun demikian meski perkawinan 

dibatalkan, hal tersebut tidak berlaku surut atas anak, maka anak dengan bapak ibunya 

tetap ada hak waris mewaris. Merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait kedudukan anak tidak berlaku surut 

pada pembatalan perkawinan.  

9. Apakah dalam perkara ini terdapat akibat hukum pada pihak ketiga, seperti 

ketika perkawinan tersebut masih berlangsung terdapat kesepakatan hutang 

piutang yang dilakukan oleh suami istri. Ketika perkawinan dibatalkan apakah 

hal ini juga ikut diselesaikan dalam Pengadilan, dan bagi pihak ketiga tersebut 

apakah mendapat perlindungan dari undang-undang melalui pengadilan? 

➔ Hakim mengatakan tidak ada kesepakatan hutang piutang yang berlangsung selama 

perkawinan tersebut. Namun bila ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga, maka pihak 

ketiga tetap harus dilindungi.  



10. Apabila dalam perkara ini tidak terjadi hukum akibat pada pihak ketiga seperti 

yang diatas, apabila dalam kasus pembatalan perkawinan yang lain. 

Bagaimanakah penyelesaiannya mengenai kesepakatan hutang piutang yang 

terjadi ketika perkawinan tersebut masih berlangsung?  

➔ Hakim berpendapat dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang piutang yang 

dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dapat dibebankan kepada harta bersama. 

Apabila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami 

tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri.  
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